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PERJANJIAN KINERJA 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 

TAHUN 2022 

 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang 

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : PAULINA HANING-BULLU, SE  

Jabatan : BUPATI ROTE NDAO 

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut 

menjadi tanggung jawab kami. 

 
 
 

Ba’a, 20 Januari 2022 

BUPATI ROTE NDAO,  

 

 

PAULINA HANING-BULLU, SE 
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PERJANJIAN KINERJA 

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 

TAHUN 2022 
 

TUJUAN/SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 2 3 

MISI I  : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG 
BERDAYA SAING 

1 Meningkatnya Kualitas 
Sumber Daya Manusia 

1.1 Indeks Pembangunan 
Manusia 

67,08 poin 

2 Meningkatnya 
Kualitas Pendidikan 

2.1 Harapan Lama Sekolah 14,41 tahun 

3 Meningkatnya 
Derajat Kesehatan 
Masyarakat 

3.1 Kasus Kematian Ibu 0 kasus 

3.2 Prevalensi Stunting 20,00 % 

4 Meningkatnya 
Pengarusutamaan Gender 
dan Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

4.1 Indeks Pembangunan 
Gender (IPG) 

92,53 Poin 

 

4.2 Jumlah Kekerasan 

terhadap Perempuan dan 
Anak 

<35 Orang 

 

5 Meningkatnya Pengendalian 
Jumlah Penduduk 

5.1 Laju Pertumbuhan 
Penduduk 

1,50 % 

No PROGRAM ANGGARAN 

1 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan 
Upaya Kesehatan Masyarakat 

Rp. 77.617.885.245,- 

2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
Kesehatan 

Rp. 12.166.901.000,- 

3 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp. 92.399.430,- 

4 Pengelolaan Pendidikan Rp. 60.664.859.476,- 

5 Pendidik dan Tenaga kependidikan Rp. 175.000.000,- 

6 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Rp. 669.200.000,- 

7 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Rp. 4.570.000.000,- 

8 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Rp. 75.000.000,- 

9 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan 

Rp. 172.108.000,- 

10 Perlindungan Perempuan Rp. 60.801.200,- 

11 Peningkatan Kualitas Keluarga Rp. 81.000.000,- 

12 Pemenuhan Hak Anak Rp. 57.342.600,- 

13 Perlindungan Khusus Anak Rp. 101.000.000,- 

14 Pengendalian Penduduk Rp. 158.000.000,- 

15 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp. 4.071.433.750,- 

16 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 
(KS) 

Rp. 1.162.423.800,- 

JUMLAH Rp. 161.895.354.501,- 
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MISI II : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KONTRIBUSI 
SEKTOR PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN 
DAN PERIKANAN 

1 Meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif dan berdaya 

saing 

1.1 PDRB Per Kapita ADHB* Rp. 24.705.000 

   

2 Meningkatnya Kualitas 

Dan Produktivitas Tenaga 
Kerja serta Kesejahteraan 

Sosial Masyarakat 

2.1 Kemiskinan ekstrim 10,41 % 

3 Meningkatnya peran 
Koperasi UMKM, Industri 
dan Perdagangan dalam 
stabilitas perekonomian 

3.1 Kontribusi Sektor 
Perdagangan Besar dan 
Eceran Terhadap PDRB 

8.59 % 

4 Meningkatnya Kontribusi 
Pariwisata, Pertanian Dan 

Perikanan 

4.1 PDRB Sektor Pertanian, 
Kehutanan dan Perikanan 

Rp. 

1.806.000.000 

 

5 Meningkatnya Produksi 

Pertanian, Perkebunan dan 

Perikanan 

5.1 Produksi Sektor Pertanian 154.682 Ton 

6 Meningkatnya Peran 
Pariwisata Dalam 
Perekonomian Daerah 

6.1 Jumlah Kunjungan 

Wisata 

15.000 

Wisatawan 

7 Meningkatnya 

Pangan 

Ketahanan 7.1 Pencapaian Skor Pola 

Pangan Harapan (PPH) 

78 poin 

No PROGRAM ANGGARAN 

1 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

Rp. 1.094.059.000,- 

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Rp. 640.980.830,- 

3 Pengelolaan Perbatasan Rp. 33.610.950,- 

4 Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp. 521.579.940,- 

5 Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp. 366.400.000,- 

6 Rehabilitasi Sosial Rp. 230.000.000,- 

7 Penanganan Bencana Rp. 170.000.000,- 

8 Pemberdayaan Sosial Rp. 60.000.000,- 

9 Stabilisasi Harga Barang, Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting 

Rp. 90.000.000,- 

10 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Rp. 197.000.000,- 

11 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 60.922.300,- 

12 Pengembangan UMKM Rp. 215.000.000,- 

13 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 75.000.000,- 

14 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Rp. 70.000.000,- 

15 Perencanaan dan Pembangunan Industri Rp. 500.000.000,- 

16 Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Rp. 99.998.570,- 

17 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp. 2.724.839.800,- 

18 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp. 5.612.662.825,- 

19 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp. 50.000.000,- 

20 Penyuluhan Pertanian Rp. 300.000.000,- 

21 Pemasaran Pariwisata Rp. 472.886.240,- 

22 Pengembangan Kebudayaan Rp. 241.425.500,- 

23 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Rp. 49.999.550,- 

24 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Rp. 242.538.000,- 

25 Pengembangan Sumber Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp. 268.622.300,- 

26 Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan 
Masyarakat 

Rp. 363.499.900,- 

27 Penanganan Kerawanan Pangan Rp. 70.000.000,- 

28 Pengawasan Keamanan Pangan Rp. 82.699.300,- 

JUMLAH Rp.    14.903.725.005,- 
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MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP 

YANG BERKELANJUTAN 

1 Meningkatnya 
Konektivitas, 

Ketersediaan Sumber  
Daya Air Dan Pemukiman 

Yang Layak 

1.1 Cakupan Kualitas 
Infrastruktur 

80,14 % 

2 Meningkatnya Konektivitas 2.1 Panjang Jalan Kabupaten 

Dalam Kondisi Baik 

51,77 % 

3 Meningkatnya Kuantitas 
Dan Kualitas 
Pembangunan Sumber 
Daya Air 

3.1 Rasio Jaringan Irigasi  65,24 % 

4 Meningkatnya Kualitas 
Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman 

4.1 

 

Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni 

7.539 unit 

5 Terwujudnya Lingkungan 
Hidup Yang Berkelanjutan 

5.1 Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

70,98 poin 

6 Meningkatnya Pengelolaan 

Dan Pengendalian Dampak 

Lingkungan 

6.1 Meningkatnya Pengelolaan 

Sampah 
26,00 % 

6.2 Emisi Gas Rumah Kaca 460.662 tCO2eq 

7 Meningkatnya 

Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang 

7.1 Ketaatan Terhadap RTRW 97,05 % 

8 Meningkatnya 

Ketangguhan Bencana 

Daerah 

8.1 Desa Tangguh Bencana 15 Desa 

No PROGRAM ANGGARAN 

1 Penyelenggaraan Jalan Rp. 66.495.633.000,- 

2 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Rp.  4.418.557.000,- 

3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum 

Rp. 1.150.000.000,- 

4 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Rp. 478.559.000,- 

5 Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp. 700.000.000,- 

6 Penataan Bangunan Gedung Rp. 196.441.000,- 

7 Pengembangan Jasa Konstruksi Rp. 75.000.000,- 

8 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan 
Persampahan Regional 

Rp. 1.661.620.000,- 

9 Pengembangan Perumahan Rp. 95.200.000,- 

10 Kawasan Perumahan Rp. 10.544.380.700,- 

11 Pengelolaan Persampahan Rp. 670.000.000,- 

12 Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum Rp. 255.000.000,- 

13 Perencanaan Lingkungan Hidup Rp. 461.104.300,- 

14 Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan 
izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup 

Rp. 46.000.000,- 

15 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Rp. 75.000.000,- 

16 Pengendalian perencanaan dan/atau kerusakan 
Lingkungan Hidup 

Rp. 247.444.900,- 

17 Penatagunaan Tanah Rp. 250.000.000,- 

18 Penanggulangan Bencana Rp. 496.401.300,- 

JUMLAH Rp.   88.316.341.200,- 
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MISI IV : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 
DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK 
YANG PRIMA 

1. Meningkatnya 

Akuntabilitas,  Kinerja 
Transparansi dan 
Responsibilitas Pelayanan 
Publik 

1.1 Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah 

(SAKIP) 

CC 

1.2 Indeks Reformasi 
Birokrasi 

69 poin 

2. Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Keuangan Daerah 

2.1 

 

Opini BPK Terhadap 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah  

WTP 

 

3. Meningkatnya 
Transparansi Dan 
Responsibilitas Pelayanan 
Publik 

3.1 Indeks Kepuasan 
Pelayanan Publik 

80 poin 

No PROGRAM ANGGARAN 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rp. 561.154.000,- 

2 Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 973.133.200,- 

3 Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Rp. 7.644.000,- 

4 Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 168.999.659.130,- 

5 Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 492.000.000,- 

6 Pencatatan Sipil Rp. 70.000.000.- 

7 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 43.418.300,- 

8 Pengelolaan Profil Kependudukan Rp. 35.496.400,- 

JUMLAH Rp. 171.182.505.030,- 

 

 
Ditetapkan di Ba’a 

Pada tanggal 20 Januari 2022 

BUPATI ROTE NDAO, 

 
 

PAULINA HANING-BULLU,SE 

 


